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Abstrak - Penelitian ini membahas mengenai analisis temuan 

pemeriksaan terkait aset tetap pada Laporan Keuangan 

Kementerian/Lembaga. Aset tetap sebagai bagian dari aset 

negara merupakan faktor penting dalam pengelolaan 

keuangan negara. Dalam laporan keuangan pemerintah aset 

tetap memiliki nilai yang cukup besar dibanding komponen 

aset yang lain.  

Penelitian ini menggunakan metodologi studi literatur yaitu 

dengan mempelajari laporan keuangan 

Kementerian/Lembaga yang telah diperiksa oleh BPK RI 

untuk Tahun Anggaran 2016 s.d 2018.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan aset 

tetap diklasifikasikan menjadi lima belas permasalahan 

dengan permasalahan yang terbanyak terjadi pada kegiatan 

penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan, pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian, serta penyajian dan 

pengungkapan aset tetap. 

Kata Kunci: Aset Tetap, Laporan Keuangan 

Kementerian/Lembaga, LHP BPK RI 

 

 

I. PENDAHULUAN 
Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan 

negara sejak tahun 2003 yang mewajibkan setiap pengelola keuangan negara untuk menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu dengan mengikuti standar yang berlaku. Reformasi 

tersebut nampaknya membuahkan hasil, meskipun membutuhkan waktu yang tidak singkat. Hal ini 

ditandai dengan meningkatnya opini yang diperoleh Pemerintah dari Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia (BPK) atas kewajaran penyusunan laporan keuangannya, mulai tahun 2004 

hingga tahun 2018.  

BPK merupakan lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara yang dilakukan oleh pengelola keuangan negara. Pada awal reformasi, yaitu tahun 

anggaran (TA) 2004 hingga 2008, BPK memberikan opini Disclaimer atas penyajian laporan 
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keuangan Pemerintah Pusat. Kemudian pada TA 2009 s.d 2015, opini tersebut meningkat menjadi 

Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan pada TA 2016 untuk pertama kalinya Pemerintah Pusat 

berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP tersebut juga berhasil 

dipertahankan hingga TA 2018. 

Peningkatan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan juga terjadi pada laporan 

keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Data peningkatan opini LKKL dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 1 

Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN TA 2016 s.d. 2018 

Jenis 
Opini 

2016 2017 2018 

Jumlah 
Opini 

Total 
Entitas 

% Jumlah 
Opini 

Total 
Entitas 

% Jumlah 
Opini 

Total 
Entitas 

% 

WTP 74 88 84,09% 80 88 90,91% 82 87 94,25% 

WDP 8 88 9,09% 6 88 6,82% 4 87 4,60% 

TW  0  88 0,00% 0 88 0,00% 0  87 0,00% 

TMP 6 88 6,82% 2 88 2,27% 1 87 1,15% 

  88   100% 88   100% 87   100% 
Sumber: IHPS BPK RI 

 

Kendati sudah mengalami peningkatan opini, sayangnya masih ditemukan beberapa 

permasalahan dalam laporan keuangan pemerintah. Salah satu masalah yang kerap ditemui dan selalu 

menjadi temuan berulang adalah masalah pengelolaan aset tetap. Padahal aset tetap pemerintah 

memiliki peranan penting dalam pengelolaan keuangan negara.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait 

permasalahan aset tetap, khususnya yang terjadi pada Kementerian/Lembaga yang ada di Indonesia 

selama Tahun Anggaran 2016 s.d 2018. Untuk itu, penelitian ini peneliti beri judul “Analisis Temuan 

Pemeriksaan Terkait Aset Tetap pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan 

Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016 s.d 2018.” 

 

REVIEW HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

Penelitian serupa pernah dilakukan terlebih dahulu oleh Dewi (2012). Dalam penelitian yang 

berjudul “Analisis Hasil Audit BPK RI atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan 

Kementerian/Lembaga”, Dewi menyatakan bahwa ada 5 (lima) permasalahan utama aset tetap 

Kementerian/Lembaga yaitu masalah pencatatan, penilaian dan pelaporan, masalah manajemen 

dalam penggunaan, masalah penganggaran masalah pengadaan dan penghapusan serta masalah 

perencanaan. Dewi juga menyatakan bahwa sistem pengendalian intern yang memadai atas 

pencatatan dan pelaporan aset tetap pada LKKL akan berdampak pada pelaporan keuangan 

Kementerian/Lembaga.  

Penelitian lainnya dilakukan oleh Ay (2017). Dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Temuan Aset Tetap pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 

atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga”, Ay menyatakan bahwa Peralatan dan Mesin 

merupakan aset tetap yang paling sering menjadi temuan pada Kementerian/Lembaga. Sementara 

Kementerian/Lembaga yang paling banyak temuan aset tetapnya adalah Lembaga Penerbangan dan 

Antariksa Nasional untuk tahun 2012, Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2013, 

dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk tahun 2014. Adapun permasalahan utama 

yang menyebabkan temuan tersebut adalah pencatatan dan penatausahaan aset tetap tidak sesuai 

peraturan yang berlaku dan permasalahan pengadaan aset tetap.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Sougi, Rahayu, dan Machpuddin (2018) dengan judul 

“Analisis Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah 

Kabupaten Merangin, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pemerintah Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur pada Tahun Anggaran 2014-2016”. Dengan menggunakan metode kualitatif, mereka 

berkesimpulan bahwa masing-masing entitas memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda 

yang mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangannya. Lemahnya pengendalian internal 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya temuan tersebut. Perkembangan 

penyelesaian permasalahan terkait aset tetap dinilai masih sangat rendah. Hal ini ditunjukkan dengan 

munculnya temuan berulang, dan rendahnya upaya tindak lanjut Pemerintah Daerah dalam 

melaksanakan rekomendasi BPK RI terkait permasalahan aset tetap.  

Penelitian permasalahan aset tetap juga pernah dilakukan oleh Sahlan (2015), dengan 

mengambil studi kasus pada Entitas Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Barat. Hasil penelitian 

Sahlan menunjukkan bahwa masih banyak terjadi permasalahan terkait dengan pelaporan aset tetap, 

yaitu masalah penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, serta masalah terkait 

pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Kegiatan penyusutan atas aset tetap belum diterapkan 

hingga TA 2013, padahal kegiatan penyusutan atas aset tetap sudah wajib diterapkan oleh seluruh 

instansi pemerintah. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan terkait dengan 

pelaporan aset tetap tersebut adalah lemahnya sistem pengendalian intern organisasi dan kurangnya 

sumber daya manusia, baik secara kuantitas maupun secara kualitas.  

Penelitian terdahulu lainnya dilakukan Andiani, Hapsari, dan Muslih (2017) dengan judul 

“Pengaruh Penatausahaan dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik 

Negara (SIMAK BMN) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Kantor Pusat dan Kantor 

Wilayah Dirjen Kekayaan Negara DKI Jakarta)”. Melalui penyebaran kuesioner, mereka 

menemukan bahwa pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penerapan SIMAK BMN secara 

simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Secara parsial penelitian menemukan 

bahwa pembukuan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, inventarisasi 

tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, pelaporan tidak berpengaruh signifikan tetapi 

berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan, dan penerapan SIMAK BMN tidak 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 

 

II. LANDASAN TEORI 
Aset Tetap 

Aset tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 didefinisikan sebagai aset 

berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam 

kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum.  

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, aset tetap dibagi menjadi 6 (enam) 

klasifikasi, yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan konstruksi, aset 

tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. 

 

Pengelolaan Aset Tetap 

Bond dan Dent (1998) menyatakan bahwa pengidentifikasian pengelolaan aset secara efisien 

sangat penting untuk pelaporan keuangan dan sebagai bagian dari sistem manajemen properti aktif, 

untuk mengaktifkan dan memenuhi perannya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 

efisien. Salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki manajemen aset negara adalah dengan 

mengeluarkan peraturan terkait pengelolaan aset, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.  

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 disebutkan bahwa ruang lingkup 

kegiatan dalam pengelolaan BMN meliputi kegiatan perencanaan dan penganggaran, pengadaan, 

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, 
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pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset 

tetap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Ruang Lingkup Pengelolaan BMN (Aset Tetap) 

 

Penyusutan Aset Tetap 

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat 

dari suatu aset. Dalam SAP, metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain: metode garis 

lurus (straight line method), metode saldo menurun ganda (double declining balance method), dan 

metode unit produksi (unit of production method). 

 

Pemeriksaan  

Menurut Gay dan Simnett (2013), Auditing didefinisikan sebagai “a systematic process of 

objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and 

events to ascertain the degree of correspondence between those assertions and established criteria 

and communicating the result to interested users.”  Sedangkan Arens, Elder, dan Beasley (2012) 

mengartikan auditing sebagai pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan 

dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi 
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masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional 

berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan 

informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 

Di Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah satu-satunya lembaga negara yang 

bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh 

pengelola keuangan negara.  

 

Opini Audit 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 pasal 16 ayat (1) tentang Badan 

Pemeriksa Keuangan opini didefiniskan sebagai pernyataan profesional sebagai kesimpulan 

pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. 

Dalam pemeriksaan laporan keuangan, BPK memberikan empat jenis pemberian opini, yaitu: 

1) Wajar Tanpa Pengecualian – WTP (unqualified opinion) 

Opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar 

dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat digunakan 

oleh para pengguna laporan keuangan.  

2) Wajar Dengan Pengecualian – WDP (qualified opinion) 

Opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar 

dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang 

dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan 

dalam opini pemeriksa dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.  

3) Tidak Wajar – TW (adverse opinion) 

Opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar 

dalam semua hal yang material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat 

digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. 

4) Tidak Menyatakan Pendapat – TMP (disclaimer of opinion) 

Pernyataan menolak memberikan opini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat 

diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan. Dengan kata lain, pemeriksa tidak dapat 

memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna 

laporan keuangan. 

 

III. METODA PENELITIAN 
Strategi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu 

penelitian yang didesain untuk mendeskripsikan karakteristik dari orang-orang, kejadian-kejadian 

ataupun situasi (Sekaran & Bougie, 2013). Sedangkan menurut Sukardi (2003) penelitian deskriptif 

merupakan metode penelitian yang berusaha mengembangkan dan menginterpretasi obyek sesuai 

apa adanya.  

 

Objek Penelitian 

Sekaran & Bougie (2013) mengatakan bahwa objek penelitian meliputi orang, strategi unit 

analisis, perusahaan, negara dan sebagainya. Kemudian Arikunto (2013) berpendapat bahwa objek 

penelitian adalah hal-hal yang berhubungan dengan yang akan diteliti. Cooper & Schindler (2014) 

menambahkan juga bahwa objek adalah konsep yang biasa digunakan seperti item yang nyata 

misalnya furnitur, deterjen, orang dan kendaraan. Berdasarkan definisi tersebut, maka objek 

penelitian ini adalah temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) 

yang terkait dengan aset tetap pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan 

Kementerian/Lembaga (LKKL) TA 2016 s.d 2018. 

 

Sampel Penelitian 
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Dari total 87 Kementerian/Lembaga yang ada di Indonesia, peneliti hanya menggunakan 

data LHP pada 85 Kementerian/Lembaga sebagai sampel penelitian. Dua Kementerian/Lembaga 

yang tidak termasuk dalam sampel, yaitu BPK RI karena laporan keuangan BPK diaudit oleh Kantor 

Akuntan Publik, dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dikarenakan pada tahun 2018 

lembaga ini dilikuidasi. 

 

Data dan Metoda Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh 

secara tidak langsung atau lewat perantara, tetapi tetap bersandar kepada kategori atau parameter 

yang menjadi rujukan (Siswantoro, 2010). Data tersebut berupa hasil audit BPK RI dalam bentuk 

LHP atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga TA 2016 s.d 2018 dan telah dipublikasikan.  

Data penelitian tersebut peneliti dapatkan dengan cara mengajukan permohonan tertulis 

kepada BPK RI melalui Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) untuk mendapatkan data langsung 

berupa LHP dalam bentuk softcopy. 

Metode yang peneliti gunakan dalam pengumpulan, pemilihan dan pengolahan data 

dilakukan dengan menggunakan program Microsoft Office Excel dan metode statistik sederhana. 

       

Metoda Analisis Data  

Metoda analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur 

adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca 

dan mencatat,serta mengolah bahan penelitian. 

Studi literatur pada penelitian ini adalah dengan mempelajari laporan keuangan 

Kementerian/Lembaga yang telah diperiksa oleh BPK RI selama TA 2016 s.d 2018.  

       

IV. HASIL 
Analisis Temuan Pemeriksaan terkait Aset Tetap pada LKKL 

Temuan pemeriksaan adalah himpunan dan sintetis dari data dan informasi yang 

dikumpulkan dan diolah selama dilakukan pemeriksaan pada entitas tertentu dan disajikan sescara 

sistematis dan analistis yang meliputi unsur kondisi, kriteria, akibat, dan sebab. Temuan pemeriksaan 

juga dapat diartikan sebagai indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan lapangan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, diketahui  bahwa selama TA 2016 s.d 

2018 BPK menemukan sebanyak 423 temuan pemeriksaan terkait aset tetap pada Laporan Keuangan 

Kementerian/Lembaga. 

Temuan pemeriksaan aset tetap tersebut di antaranya belum memadainya pengelolaan dan 

penatausahaan aset tetap pada Kementerian/Lembaga, penyusutan aset tetap yang belum tepat, serta 

penyajian dan pengungkapan aset tetap yang belum memadai.  

 

Analisis Permasalahan Aset Tetap  

Pada bahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa temuan pemeriksaan adalah himpunan dan 

sintesis dari indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan lapangan. Dari definisi 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam satu temuan pemeriksaan, bisa saja terdiri dari satu atau 

lebih dari satu permasalahan yang ada di dalamnya.   

Berdasarkan hasil verifikasi atas data temuan pemeriksaan terkait aset tetap, peneliti 

kemudian mengklasifikasikan jenis permasalahan aset tetap sebagai berikut: 
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Tabel 2 

Permasalahan Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga 

No. Permasalahan 

1 Perencanaan dan penganggaran aset tetap belum memadai 

2 Pengadaan aset tetap belum tertib 

3 Penggunaan aset tetap belum tertib 

4 Pemanfaatan aset tetap tidak sesuai ketentuan 

5 Pengamanan dan pemeliharaan aset tetap belum memadai 

6 Penilaian aset tetap belum memadai 

7 Pemindahtanganan aset tetap belum tertib 

8 Pemusnahan aset tetap belum tertib 

9 Penghapusan aset tetap belum tertib 

10 Penatausahaan aset tetap belum memadai 

11 Pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset tetap kurang memadai 

12 Penyelesaian KDP berlarut-larut dan diragukan keberlanjutannya 

13 Perhitungan nilai penyusutan aset tetap belum memadai 

14 SDM pengurus aset tetap belum memadai 

15 Penyajian dan pengungkapan aset tetap belum memadai 
 

Berdasarkan hasil verifikasi peneliti, diperoleh bahwa selama TA 2016 s.d 2018 terdapat 

sebanyak 1.441 permasalahan aset tetap pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Jumlah 

masing-masing jenis permasalahan aset tetap tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

Tabel 3 

Jumlah Permasalahan Aset Tetap Berdasarkan Pengklasifikasian 

No.  Permasalahan  TA 
2016  

TA 
2017 

TA 
2018  

Jumlah  

1 Perencanaan dan penganggaran belum memadai 5 3 4 12 

2 Pengadaan aset tetap belum tertib 5 1 1 7 

3 Penggunaan aset tetap belum tertib 31 37 28 96 

4 Pemanfaatan aset tetap tidak sesuai ketentuan 22 14 27 63 

5 Pengamanan dan pemeliharaan belum memadai 92 121 77 290 

6 Penilaian aset tetap belum memadai 2 4 1 7 

7 Pemindahtanganan aset tetap belum tertib 12 8 7 27 

8 Pemusnahan aset tetap belum tertib 0 2 1 3 

9 Penghapusan aset tetap belum tertib 15 14 14 43 

10 Penatausahaan aset tetap belum memadai 109 107 99 315 

11 Pembinaan, pengawasan & pengendalian kurang 

memadai 

90 117 69 276 

12 Penyelesaian KDP berlarut-larut  13 6 7 26 

13 Perhitungan nilai penyusutan belum memadai 12 12 2 26 

14 SDM pengurus aset tetap belum memadai  2 4 2 8 

15 Penyajian dan pengungkapan belum memadai 78 87 77 242 

  488 537 416 1441 

Sumber: Diolah dari LHP BPK atas LKKL 

 



 Apriyana, Lies Zulfiati  

 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia – 2020  8 

Pada tabel 3 di atas tampak bahwa permasalahan yang paling banyak terjadi dalam 

pengelolaan aset tetap di lingkungan Kementerian/Lembaga pada TA 2016 s.d 2018 adalah masalah 

penatausahaan aset tetap yang mencapai 315 permasalahan. Kemudian diikuti dengan masalah 

pengamanan aset tetap sebanyak 290 permasalahan, masalah pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian aset tetap sebanyak 276 permasalahan, dan masalah penyajian dan pengungkapan aset 

sebanyak 242 permasalahan. 

 

1. Perencanaan dan penganggaran aset tetap belum memadai  

Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 perencanaan kebutuhan adalah kegiatan 

merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) untuk menghubungkan pengadaan 

barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan 

yang akan datang. Perencanaan kebutuhan merupakan salah satu dasar bagi 

Kementerian/Lembaga dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan angka 

dasar serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.  

Berdasarkan LHP atas LKKL TA 2016 s.d 2018, BPK menemukan sebanyak 12 (dua belas) 

permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset 

tetap, di antaranya:  

1) Perencanaan kebutuhan barang aset tetap dan penganggarannya belum disusun berdasarkan 

kebutuhan, pelaksanaan tugas dan fungsi, layout ruangan serta ketersediaan aset yang ada, 

pada Bekraf, TA 2017; 

2) Perencanaan atas pengadaan BMN pada PVMBG belum sesuai dengan kebutuhan yang 

sebenarnya dan ketersediaan BMN yang telah ada, pada Kementerian ESDM, TA 2018. 

 

2. Pengadaan aset tetap belum tertib 

Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh 

barang dan jasa oleh pemerintah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai 

diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.  

Berdasarkan LHP atas LKKL TA 2016 s.d 2018, BPK menemukan sebanyak 7 (tujuh) 

permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan aset tetap di Kementerian/Lembaga, di 

antaranya: 

1) Pengadaan BMN tidak sesuai dan penyimpanannya tidak memadai, pada BPN, TA 2016; 

2) Penunjukan Langsung atas pengadaan pesawat LSA 02 sebesar Rp9,88 miliar tidak 

melibatkan Unit Layanan Pengadaan, pada LAPAN, TA 2016. 

 

3. Penggunaan aset tetap belum tertib 

Dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 definisi penggunaan BMN adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. Setiap penggunaan BMN harus ditetapkan status 

penggunaannya oleh Pengelola Barang (Kemenkeu), kecuali untuk BMN berupa persediaan, 

KDP, dan barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.  

Berdasarkan LHP atas LKKL, BPK menemukan sebanyak 96 permasalahan penggunaan aset 

tetap selama TA 2016 s.d TA 2018. Secara garis besar, permasalahan dalam lingkup kegiatan 

penggunaan ini, antara lain: 

1) Terdapat aset tetap yang belum ditetapkan status penggunaannya; 

2) Terdapat aset tanah yang tidak dimanfaatkan; 

3) Aset tetap belum dimanfaatkan. 

 

4. Pemanfaatan aset tetap tidak sesuai ketentuan  

Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 pemanfaatan BMN adalah pendayagunaan BMN 

yang tidak dipergunakan sesuai dengan tupoksi Kementerian/Lembaga. Pemanfaatan BMN dapat 
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dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan 

pemerintah negara, dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum, dan tidak 

mengubah status kepemilikan BMN. 

Berdasarkan LHP atas LKKL, selama TA 2016 s.d 2018 BPK menemukan sebanyak 63 

permasalahan terkait kegiatan pemanfaatan aset yang tidak sesuai ketentuan. Bentuk 

permasalahannya antara lain: 

1) Aset tanah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk usaha, tanpa adanya perjanjian 

pemanfaatan; 

2) Kerja sama pemanfaatan aset tidak sesuai ketentuan; 

3) Pemanfaatan aset belum mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan; serta 

4) Pemanfaatan aset tidak didukung dengan administrasi yang memadai. 

 

5. Pengamanan dan pemeliharaan aset tetap belum memadai  

Dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 disebutkan bahwa pengamanan dan pemeliharaan adalah 

kegiatan yang dilakukan untuk mengamankan dan memelihara BMN. Pengguna dan Kuasa 

Pengguna Barang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menjamin keamanan BMN 

yang berada di bawah penguasannya dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

pemerintah.  

Berdasarkan LHP atas LKKL TA 2016 s.d 2018, BPK menemukan sebanyak 290 

permasalahan dalam pengamanan aset tetap. Jumlah tersebut merupakan jumlah permasalahan  

terbanyak kedua yang ditemukan BPK dalam pengelolaan aset Kementerian/Lembaga. Secara 

garis besar, permasalahan dalam pengamanan aset meliputi aset tetap belum mempunyai bukti 

kepemilikan yang sah, aset tetap tidak diketahui keberadaannya, aset tetap dikuasai pihak lain, 

aset tetap hilang, serta pengamanan fisik aset tetap yang kurang optimal, seperti tidak adanya 

label pada aset tetap, aset tetap tanah tidak diberi pagar pembatas, tidak ada papan nama 

kepemilikan, dsb. 

Tabel 4 

Permasalahan Pengamanan Aset Tetap 

No. Permasalahan  TA 
2016 

TA 
2017 

TA 
2018 

Jumlah 

1 Aset belum mempunyai bukti 
kepemilikan yang sah 

18 28 16 62 

2 Aset tidak diketahui keberadaannya 23 38 21 82 

3 Aset dikuasai pihak lain 24 21 18 63 

4 Aset tetap hilang 9 12 3 24 

5 Pengamanan fisik belum optimal 18 22 19 59  
Total 92 121 77 290 

Sumber: Diolah dari LHP atas LKKL 

 

6. Penilaian aset tetap belum memadai 

Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian 

yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan 

metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang BMN. Penilaian BMN dilaksanakan untuk 

mendapatkan nilai wajar dari suatu aset, yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan Neraca, 

pemanfaatan atau pemindahtanganan aset (kecuali dalam hal untuk pemanfaatan dalam bentuk 

pinjam pakai atau pemindahtanganan dalam bentuk hibah). Penetapan nilai BMN dilakukan 

dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).  
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Dalam LHP atas LKKL TA 2016 s.d 2018, terdapat 7 (tujuh) permasalahan yang ditemukan 

BPK terkait kegiatan penilaian aset tetap, di antaranya: 

1) Kemenko PMK belum melakukan inventarisasi dan penilaian kembali atas BMN Kemenko 

PMK, pada TA 2016; 

2) Inventarisasi dan Penilaian kembali aset tetap di BPPT TA 2017 belum 100% dilaksanakan;  

3) Koleksi digital sebanyak 31.264 jenis dan mikrofilm sebanyak 9.868 jenis di Perpusnas belum 

dinilai Kemenkeu, pada TA 2018. 

 

7. Pemindahtanganan aset tetap belum tertib 

Barang Milik Negara yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan 

negara dapat dipindahtangankan. Menurut PP Nomor 27 Tahun 2014 pemindahtanganan BMN 

adalah pengalihan kepemilikan BMN. Pengalihan kepemilikan tersebut dapat dilakukan melalui 

penjualan, tukar menukar, hibah, maupun penyertaan modal pemerintah.  

Dalam LHP atas LKKL TA 2016 s.d 2018, BPK menemukan sebanyak  27 permasalahan 

yang terkait dengan pemindahtanganan aset. Permasalahan yang paling banyak ditemukan dalam 

hal pemindahtanganan antara lain: 

1) Aset tetap yang diterima dari proses hibah tidak sesuai dengan BAST; 

2) Penerimaan atas hibah aset belum diajukan pengesahannya ke Kemenkeu;  

3) Aset tetap yang dipindahtangankan belum ditetapkan status penggunaannya; dan 

4) Aset tetap belum diserahterimakan kepada penerima hibah. 

 

8. Pemusnahan aset tetap belum tertib  

Dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau 

kegunaan BMN. Pemusnahan BMN dilakukan dalam hal BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat 

dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan, atau terdapat alasan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan BMN dapat dilakukan dengan cara 

dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan peraturan.  

Berdasarkan LHP atas LKKL TA 2016 s.d 2018, tidak banyak permasalahan yang ditemukan 

BPK terkait kegiatan pemusnahan aset. Selama tiga tahun tersebut, BPK hanya menemukan 3 

(tiga) masalah terkait pemusnahan, dengan rincian sebagai berikut: 

1) Bongkaran hasil renovasi/perbaikan ruangan selama TA 2017 tidak segera ditindaklanjuti 

dengan usulan persetujuan pemusnahan kepada KPKNL, pada MPR;  

2) Pelaksanaan kegiatan pemusnahan dan penghapusan BMN Palsan dan APU Lemsaneg pada 

TA 2017 belum didukung administrasi yang memadai; 

3) Kemenlu belum mengajukan usulan pemusnahan dan penghapusan BMN dalam kondisi rusak 

berat dan telah dihentikan penggunaannya, serta belum menindaklanjuti pemusnahan aset 

tetap yang telah disetujui untuk dimusnahkan, pada TA 2018. 

 

9. Penghapusan aset tetap belum tertib 

PP Nomor 27 Tahun 2014 mendefinisikan penghapusan sebagai tindakan menghapus BMN 

dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk 

membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari 

tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 

Penghapusan BMN meliputi penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang 

Kuasa Pengguna, serta penghapusan dari Daftar BMN.  

Berdasarkan LHP atas LKKL TA 2016 s.d 2018, BPK menemukan sebanyak 43 

permasalahan yang terkait dengan kegiatan penghapusan aset tetap. Permasalahan tersebut di 

antaranya: 

1) Aset tetap dihapuskan tanpa surat keputusan penghapusan; 
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2) Aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif belum diusulkan penghapusannya; 

dan 

3) Aset tetap dengan kondisi rusak berat belum diajukan penghapusannya. 

 

10. Penatausahaan aset tetap belum memadai  

Penatausahaan BMN dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 memiliki definisi sebagai rangkaian 

kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan 

Perundang-undangan.  

Dalam rangka memberikan pedoman bagi Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang 

dalam melaksanakan penatausahaan BMN, Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang 

menerbitkan Peraturan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN. Peraturan 

Menteri ini dibuat dengan tujuan untuk mendorong terwujudnya tertib administrasi BMN yang 

efektif, efisien, optimal, dan akuntabel.  

Berdasarkan LHP BPK atas LKKL TA 2016 s.d 2018, kegiatan penatausahaan aset memiliki 

permasalahan yang paling banyak dibandingkan dengan kegiatan pengelolaan aset lainnya. 

Selama TA 2016 s.d 2018 BPK menemukan sebanyak 315 permasalahan terkait kegiatan 

penatausahaan aset tetap. Berdasarkan jenis kegiatannya, jumlah permasalahan penatausahaan 

aset tetap dapat dirinci pada tabel berikut: 

Tabel 5 

Permasalahan dalam Penatausahaan Aset Tetap 

No. Permasalahan Penatausahaan Jumlah Permasalahan Jumlah 

TA 2016 TA 2017 TA 2018 

1 Pembukuan belum tertib 62 74 69 205 

2 Inventarisasi belum tertib 40 27 23 90 

3 Pelaporan belum memadai 7 6 7 20 

    109 107 99 315 

Sumber: Diolah dari LHP BPK atas LKKL 

 

11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset tetap kurang memadai 

Pembinaan 

Sumual, et all (2017) menyatakan pembinaan merupakan usaha terkait pengelolaan BMN 

melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervisi. Pembinaan dilakukan dalam 

upaya menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan BMN. Upaya pembinaan dapat 

dilakukan melalui penetapan kebijakan, maupun pembinaan kepada pegawai yang mengelola 

BMN dalam bentuk pemberian pelatihan tentang teknis pengelolaan BMN.  

Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang melakukan pembinaan dengan menetapkan 

kebijakan pengelolaan BMN, baik kebijakan umum maupun kebijakan teknis. Peraturan dan 

kebijakan ini kemudian dijadikan pedoman bagi Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dalam 

kegiatan pengelolaan aset.  

Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dinyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga dapat 

menyusun petunjuk teknis akuntansi di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing 

dengan mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ini. Oleh karena itu, sebaiknya 

Menteri/Pimpinan menetapkan petunjuk teknis yang mengatur secara rinci terkait pengelolaan 

aset tetap sehingga dapat dijadikan acuan bagi pengurus aset pada Kementerian/Lembaga yang 

dipimpinnya, dalam melakukan pengelolaan aset. 

Kendati demikian, masih terdapat beberapa Kementerian/Lembaga yang belum mempunyai 

kebijakan lengkap terkait pengelolaan aset. Dalam LHP atas LKKL TA 2016 s.d 2018, BPK 
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menemukan sebanyak 9 (sembilan) Kementerian/Lembaga yang belum melengkapi kebijakan 

pengelolaan asetnya, yaitu sebagai berikut: 

 

 

Tabel 6 

K/L yang belum memiliki kebijakan pengelolaan aset secara lengkap 

TA 2016 TA 2017 TA 2018 

Badan Intelijen Negara  PPATK Kementerian Pertahanan 

Kementerian Agama Kemenko Maritim  Kementerian ESDM 

Komisi Nasional HAM  Kementerian Sosial 

Kemenpora   
Sumber: Diolah dari LHP BPK atas LKKL 

 

Pengawasan dan Pengendalian 

Dalam pasal 7 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 2014, dikatakan bahwa Pengguna/Kuasa 

Pengguna BMN berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pengendalian 

atas penggunaan BMN yang berada dalam penguasannya. Kegiatan pengawasan dan 

pengendalian ini memiliki peranan penting dalam pengelolaan aset tetap khususnya dalam 

menjaga dan mengamankan Barang Milik Negara. Kegiatan pengendalian harus dilakukan secara 

optimal guna mencegah penyimpangan yang dapat merugikan negara. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Dewi (2012) pengendalian intern yang memadai atas 

pencatatan dan pelaporan aset tetap pada LKKL akan berdampak pada pelaporan keuangan 

Kementerian/Lembaga. Sedangkan menurut Sougi, Rahayu, dan Machpuddin (2018) lemahnya 

pengendalian intern suatu entitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya 

suatu temuan pemeriksaan. 

Berdasarkan LHP atas LKKL TA 2016 s.d 2018, BPK menemukan sebanyak 267 

permasalahan terkait pengendalian dan pengawasan aset. Permasalahan dalam pengendalian dan 

pengawasan ini sebagian besar terkait dengan permasalahan dalam pengamanan aset tetap. 

Adanya aset yang tidak diketahui keberadaannya, aset hilang, dan aset dikuasai pihak yang tidak 

berhak merupakan indikator dari lemahnya tingkat pengendalian dan pengawasan pemerintah 

terhadap aset tetap. 

 

12. Penyelesaian KDP berlarut-larut dan diragukan keberlanjutannya 

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan salah satu dari enam klasifikasi aset tetap 

dalam standar akuntansi pemerintahan. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang 

sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai 

seluruhnya. KDP dapat berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi 

dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya 

membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. 

Sifat aktivitas yang dilaksanakan untuk konstruksi pada umumnya berjangka panjang 

sehingga tanggal mulai pelaksanaan aktivitas dan tanggal selesainya aktivitas tersebut biasanya 

jatuh pada periode akuntansi yang berlainan. Meskipun demikian, sewajarnya proses 

pembangunan tersebut akan terus berjalan secara berkelanjutan hingga konstruksi tersebut selesai. 

Namun nyatanya, dalam pelaporan keuangan Kementerian/Lembaga terdapat beberapa KDP yang 

tidak jelas keberlanjutan pembangunannya bahkan mangkrak di tengah jalan.  

Berdasarkan LHP atas LKKL TA 2016 s.d 2018, BPK menemukan sebanyak 26 

permasalahan KDP yang penyelesaiannya berlarut-larut dan diragukan keberlanjutannya, dengan 

rincian sebagai berikut: 
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Tabel 7 

Rincian Nilai KDP yang Penyelesaiannya Berlarut-larut 

No. Nama Kementerian/ 
Lembaga 

TA 2016 TA 2017 TA 2018 

Nilai KDP (Rp) Nilai KDP (Rp) Nilai KDP (Rp) 

1 Kemkominfo 1.141.368.000 - - 

2 RRI 1.049.532.500 - - 

3 DPD 5.288.199.372 - - 

4 KKP 32.559.307.191 4.072.290.500 - 

5 Kementerian KUKM 2.264.100.000   - 

6 Kemenag 682.643.612.885 245.378.150.597 341.098.464.209 

7 Kemenaker 5.223.003.060 - - 

8 BPS 2.295.290.090 - - 

9 Kemenristekdikti 1.211.914.757.485 97.634.938.373 129.262.578.819 

10 Bappenas 256.676.200 - - 

11 Kementerian ESDM 203.020.590.501 - - 

12 Kemendes PDTT 5.890.997.934 - - 

13 LIPI 290.234.200 - - 

14 Kemendagri - 548.107.750 - 

15 Mahkamah Agung - 42.819.217.109 - 

16 BP Sabang - 65.825.162.045 65.825.162.045 

17 Bakamla - - 722.709.700 

18 BATAN - - 278.591.000 

19 Kemenkes - - 542.102.043.230 

20 Kemendikbud - - 1.370.063.369 

    2.153.837.669.418 456.277.866.374 1.080.659.612.372 
Sumber: Diolah dari LHP BPK atas LKPP 

 

13. Perhitungan nilai penyusutan aset tetap belum memadai  

Dalam PSAP 07 disebutkan bahwa aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset 

tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan 

penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Terkait penyusutan ini, pemerintah telah 

mengeluarkan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 05 tentang Akuntansi Penyusutan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan penyusutan aset tetap.  

Pada LHP atas LKKL TA 2016 s.d 2018, BPK menemukan sebanyak 26 permasalahan 

terkait penyusutan aset tetap pada lingkungan Kementerian/Lembaga. Permasalahan yang 

ditemukan terkait penyusutan antara lain: 

1) Terdapat aset tetap yang belum dilakukan proses penyusutan  

2) Perhitungan nilai penyusutan dan akumulasi penyusutan aset tetap belum memadai  

3) Penerapan penyusutan pada aset tetap kurang menggambarkan kondisi yang sebenarnya. 

 

14. SDM pengurus aset tetap belum memadai 
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Selain permasalahan-permasalahan yang berada dalam ruang lingkup pengelolaan BMN, 

BPK juga menemukan beberapa permasalahan terkait SDM pengurus aset yang belum memadai. 

Jumlah permasalahan yang ditemukan selama TA 2016 s,d 2018 terkait SDM adalah sebanyak 8 

(delapan) permasalahan. Permasalahan tersebut di antaranya: 

1) Aplikasi SIMAK BMN belum didukung dengan SDM yang memadai, pada BNN, TA 2016; 

2) Pembagian tugas dan wewenang penatausahaan barang yang dinyatakan tidak dikuasai (BTD), 

barang yang dikuasai negara (BDN) dan BMN belum jelas, pada Kementerian Keuangan, TA 

2018; dan 

3) Kemenko Maritim tidak menunjuk personil yang bertanggung jawab atas penatausahaan 

BMN, pada TA 2018. 

 

15. Penyajian dan pengungkapan aset tetap belum memadai 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyajian adalah menyampaikan pemberitaan 

karangan, makalah, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut penyajian aset tetap 

memiliki arti penyampaian informasi terkait aset tetap kepada pihak yang berkepentingan. Untuk 

itu, penyajian informasi yang baik dan benar sangatlah diperlukan. 

Berdasarkan LHP BPK atas LKKL TA 2016 s.d 2018 terdapat sebanyak 242 permasalahan 

yang menyebabkan penyajian dan pengungkapan aset tetap menjadi kurang memadai. 

Permasalahan yang ditemukan dalam penyajian aset di antaranya: 

1) Terdapat aset tetap yang belum dicatat di Neraca; 

2) Terdapat aset tetap yang dicatat ganda; 

3) Aset dicatat secara gabungan, tidak ada rincian per item aset;  

4) Terdapat kesalahan dalam pencatatan aset tetap; 

5) Pencatatan aset tetap belum dilakukan secara lengkap; 

6) Nilai aset tetap diragukan kewajarannya; 

7) Perhitungan penyusutan aset tetap tidak sesuai ketentuan; 

8) Aset tetap yang dinyatakan hilang masih tercatat di Neraca; 

9) Aset dalam kondisi rusak masih tercatat dalam kondisi baik di Neraca; serta 

10) Pengungkapan aset tetap belum memadai.  

 

Analisis Opini BPK atas LKKL dengan Permasalahan Aset Tetap 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa masih banyak 

Kementerian/Lembaga yang mempunyai permasalahan aset tetap, meskipun ada juga yang sudah 

tidak memiliki permasalahan tersebut. Jumlah Kementerian/Lembaga yang mempunyai 

permasalahan aset tetap adalah sebagai berikut: 

Tabel 8 

Jumlah K/L yang Mempunyai Permasalahan Aset Tetap 

Tahun 

Anggaran 

Jumlah K/L yang mempunyai 

permasalahan aset tetap 

Jumlah K/L yang tidak mempunyai 

permasalahan aset tetap 

2016 73 12 

2017 72 13 

2018 67 18 
Sumber: Diolah dari LHP atas LKKL 

 

Selanjutnya, untuk mengetahui apakah permasalahan aset tetap memiliki keterkaitan dengan 

opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, peneliti kemudian 

melakukan inventarisasi jenis opini yang diberikan terhadap Kementerian/Lembaga yang 

mempunyai permasalahan aset tetap. Berdasarkan LHP atas LKKL TA 2016 s.d 2018, diperoleh data 

sebagai berikut: 
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Gambar 2  

Perolehan Opini K/L yang Mempunyai Permasalahan Aset Tetap 

 

Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa pada sebagian besar Kementerian/Lembaga yang 

mempunyai permasalahan aset tetap dalam laporan hasil pemeriksaannya, BPK masih memberikan 

opini WTP terhadap LKKL tersebut. Namun ada juga beberapa Kementerian/Lembaga yang 

mendapat opini WDP maupun TMP. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa tidak ada 

keterkaitan secara langsung antara temuan permasalahan aset tetap dengan opini yang diberikan 

BPK.  

Lebih lanjut, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara telah menjelaskan bahwa dalam memberikan opini, BPK 

memiliki dasar yang dikelompokkan dalam kriteria-kriteria sebagai berikut: 

a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; 

b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosure); 

c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan  

d. Efektivitas sistem pengendalian internal. 

Di samping itu, menurut Julianto (2010) terdapat tiga konsep pokok yang menjadi dasar 

pertimbangan dalam penentuan opini suatu laporan keuangan pemerintah, yaitu: 

1) Kecukupan bukti audit, dimana auditor harus meyakinkan bahwa dirinya telah melakukan semua 

prosedur audit dalam menguji laporan keuangan.  

2) Salah saji, karena inti dari pemeriksaan keuangan adalah soal penilaian mengenai ada tidaknya 

salah saji dalam pelaporan keuangan.  

3) Materialitas, yang merupakan konsep sentral dalam audit keuangan karena menjadi tolak ukur 

dalam menentukan derajat salah saji yang terjadi dalam pelaporan keuangan. Sebuah salah saji 

dapat dikatakan material apabila kesalahan penyajian tersebut dapat mempengaruhi keputusan 

yang diambil oleh pengguna laporan.  

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa walaupun dalam pelaporan 

keuangan Kementerian/Lembaga masih ditemukan adanya permasalahan pengelolaan aset tetap, 

selama permasalahan tersebut tidak bernilai material, maka Kementerian/Lembaga masih bisa 

memperoleh opini WTP. Berbeda halnya jika temuan aset tetap tersebut memiliki nilai yang material, 

maka ada kemungkinan BPK akan memberikan opini selain opini WTP. Untuk itu, pengelolaan aset 

tetap yang baik harus dilakukan secara optimal, agar tidak ada salah saji yang material, yang dapat 

menyebabkan menurunnya kualitas laporan keuangan.  

 

V. SIMPULAN & KETERBATASAN 
 Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Selama Tahun Anggaran 2016 s.d 2018, BPK menemukan sebanyak 1.441 permasalahan dalam 

kegiatan pengelolaan aset tetap Kementerian/Lembaga.  

2. Permasalahan aset tetap yang paling banyak ditemukan pada LKKL selama TA 2016 s.d 2018 

adalah masalah penatausahaan aset tetap dengan jumlah 315 permasalahan. Permasalahan dengan 
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jumlah terbanyak kedua ditemukan pada kegiatan pengamanan dan pemeliharaan aset, yang 

berjumlah 290 permasalahan. Berikutnya, sebanyak 276 permasalahan ditemukan pada kegiatan 

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian aset tetap, dan 242 permasalahan ditemukan dalam 

Penyajian dan Pengungkapan aset tetap. 

3. Walaupun dalam pelaporan keuangan Kementerian/Lembaga masih ditemukan adanya 

permasalahan pengelolaan aset tetap, selama permasalahan tersebut tidak bernilai material, maka 

Kementerian/Lembaga masih bisa memperoleh opini WTP. Untuk itu, pengelolaan aset tetap 

yang baik harus dilakukan secara optimal, agar tidak ada salah saji yang material, yang dapat 

menyebabkan menurunnya kualitas laporan keuangan.   

 

Keterbatasan di dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Penelitian ini hanya berfokus pada analisis terkait temuan aset tetap saja, belum menganalisis 

unsur BMN secara keseluruhan. 

2. Objek penelitian yang diteliti pada penelitian ini hanyalah pemerintah di lingkup 

Kementerian/Lembaga saja, belum mencakup Pemerintah Daerah.  

3. Tahun Anggaran yang diteliti hanyalah TA 2016 s.d 2018 saja, sehingga tidak dapat 

membandingkan kondisi permasalahan aset tetap pada tahun sebelum adanya reformasi 

pengelolaan keuangan negara dengan  tahun setelah adanya reformasi pengelolaan keuangan 

negara. 
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